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ABSTRAK
Rizky Winda Nurrahma, E0012339, 2016, KEBIJAKAN PEMERINTAH 
DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK 
MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT.(Studi Kasus Desa Bogem, 
Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government (studi kasus Desa 
Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) serta hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut.
Penelitian ini bersifat empiris.Data diperoleh berdasarkan penelitian di 
Desa Bogem, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Penelitian dilakukan terhadap 
kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menciptakan good government. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna 
mendapatkan data primer dan data sekunder dengan metode analisis deskriptif 
kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa 
dalam pengelolaan dana desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa untuk menciptakan good government dilakukan mengenai beberapa 
tahapan yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban, 
dan tahap pengawasan dan dapat dikatakan memiliki tata pemerintahan yang baik.
Selain hal tersebut dalam pelaksanaan tentunya pemerintah desa juga menemui 
berbagai hambatan.




Rizky Winda Nurrahma, E0012339, POLICY OF VILLAGE IN 
MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS AFTER LAW NUMBER 6 OF 2014 
ABOUT VILLAGE FOR CREATE THE GOOD GOVERNNMENT. (Study 
Case Village Bogem, Sub District Japah, District Blora) Law Faculty Sebelas 
Maret University.
This research is to knowing about policy of village in management of 
village funds after Law Number 6 of 2014 about Village for create the good 
government (study case Village Bogem, Sub District japah, District Blora) and 
the obstacles in the implementation.About the obstacles, then there is should be a 
solution to handle it.
This research is empirical.The law material is from research in Village 
Bogem, Sub District japah, District Blora.Researching toward village policy in 
management of village funds after Law Number 6 of 2014 about village to create 
the good government.The law materials were collected by field study and 
literature for primary material and secondary material by analysis of the 
qualitative description. 
The result of this research is the policy of village in management of village 
funds after Law Number 6 of 2014 about Village to create the good government is 
done by planning stages, implementation stages, responbilities stages, and 
controlling stages and also it can be conclusion that it has good government. 
furthermore, there are obstacles in the implementation of the management in 
village funds.
Keywords: Village Policy, Management of Village Funds, Good 
Government.
